
KR-Antara/Aris Wasita
Proses ekshumasi makam terduga korban penembakan GRO di TPU Bangunrejo, Desa Saradan,
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2024). 

POLDA JATENG PASTIKAN PENANGANAN TRANSPARAN

Makam Siswa Korban Penembakan Diekshumasi
SRAGEN (KR) - Makam GRO

(17), siswa yang menjadi korban pe-

nembakan oknum polisi di TPU

Bangunrejo Desa Saradan Kecama-

tan Karangmalang Kabupaten Sra-

gen Jawa Tengah, Jumat (29/11) di-

ekshumasi. Selanjutnya, hasil dari

proses ekshumasi siswa SMKN 4

Semarang tersebut akan segera di-

serahkan kepada penyidik.

Polda Jawa Tengah memastikan

penanganan kasus dugaan penem-

bakan oleh oknum polisi pada siswa

SMKN 4 Semarang tersebut berjalan

transparan. Hal itu sesuai arahan

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari

Wibowo bahwa penegakan hukum

adalah yang utama.

“Perkara terkait dengan kasus pe-

nembakan di Semarang, beliau me-

nyatakan kita harus transparan.

Siapa yang berbuat kalau memang

itu ada tindakan yang salah dia

harus bertanggung jawab,” ujar

Direktur Reserse Kriminal Umum

Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi

Subagio di sela proses ekshumasi 

Terkait dengan ekshumasi terse-

but, menurutnya, bagian dari proses

penanganan yang transparan. “Prin-

sipnya kami transparan dan proses

jalan terus,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ka-

biddokes Polda Jateng Kombes Pol

Agustinus mengatakan hasil ekshu-

masi diupayakan besok sudah bisa

diserahkan ke penyidik. “Besok ha-

silnya kami serahkan ke penyidik,

karena saya juga belum mendapat-

kan laporan hasil dari para dokter

forensik yang terlibat,” katanya.

* Bersambung hal 7 kol 1

YOGYA (KR) - Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2025 resmi disah-

kan dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, Jumat (29/11).

Dalam struktur APBD DIY 2025, target pendapatan

daerah disepakati sebesar Rp 5,407 triliun.

Pendapatan Daerah tersebut terdiri Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Rp 1,68 triliun, Pendapatan Transfer Rp

3,7 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp

7,6 miliar. Adapun belanja dalam APBD 2022 diang-

garkan Rp 5,619 triliun.

“Dengan demikian, defisit yang disepakati untuk dite-

tapkan sebesar Rp 211,85 miliar,” kata Juru Bicara

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY Ir Imam Taufik,

yang juga Wakil Ketua DPRD DIY, saat membacakan la-

poran Badan Anggaran (Banggar}.

Banggar juga melaporkan rincian Pembiayaan Daerah,

meliputi Penerimaan Pembiayaan direncanakan Rp

319,89 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp108,04 mi-

liar, sehingga Pembiayaan Neto mencapai Rp 211,85 mi-

liar. Pembiayaan tersebut menutup defisit dengan Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp

0 atau nol rupiah.

“APBD DIY Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan

dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, biasanya

memakan waktu 14 hari kerja. Sehingga saat tahun baru

2025 APBD sudah bisa dilaksanakan dengan sempurna,”

kata Ketua DPRD DIY Nuryadi SPd.  

* Bersambung hal 7 kol 5
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PEMERINTAHAN Prabowo-Gibran terus menunjukkan
program kebijakan yang tampak menjanjikan di awal pemer-
intahannya. Selain program unggulannya berupa makan
siang bergizi, pemerintah menunjukkan keseriusan pember-
antasan judi online (judol) dengan memblokir ratusan ribu
konten judol dan menangkap orang-orang yang terlibat, ke-
mudian berencana membangun 3 juta rumah dan yang ter-
akhir Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan
Pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piu-
tang macet kepada UMKM tanggal 5 November 2024.
Keluarnya PP ini tentunya memberi harapan dan angin

segar bagi para debitur UMKM yang memiliki kredit macet di
lembaga bank atau nonbank badan usaha milik negara
(BUMN) untuk dapat diputihkan kreditnya. Dari sisi per-
bankan, bank BUMN juga mendapat kepastian hukum kare-
na PP ini dibutuhkan sebagai turunan dari Undang-Undang 

* Bersambung hal 7 kol 1

APBD DIY 2025 DISAHKAN

Disepakati Rp 5,4 Triliun

JAKARTA (KR) - Mahkamah Konstitusi (MK) mene-

gaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer

hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum

tetap (inkrah), sepanjang kasus tersebut dimulai pertama

kali oleh KPK. Penegasan tersebut merupakan pemak-

naan baru MK terhadap Pasal 42 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002). 

MK mengabulkan sebagian perkara uji materi Nomor

87/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh seorang ad-

vokat, Gugum Ridho Putra. “Amar putusan, mengadili,

mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ka-

ta Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan da-

lam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno

MK RI Jakarta, Jumat (28/11).

Pasal 42 UU 30/2002 semula hanya berbunyi, ‘KPK

berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penye-

lidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana ko-

rupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tun-

duk pada peradilan militer dan peradilan umum’. MK

memutuskan pasal tersebut bertentangan secara

bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 sehingga ditambahkan frasa

penegasan pada bagian akhir yang berbunyi, ‘Sepanjang

perkara dimaksud proses penegakan hukumnya dita-

ngani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK’.

Pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah menje-

laskan persoalan dalam perkara korupsi yang melibatkan 

* Bersambung hal 7 kol 5

MK KABULKAN UJI MATERI ADVOKAT

KPK Berwenang Usut Korupsi Militer
JAKARTA (KR) - Ke-

tua Komisi II DPR RI Rif-

qinizamy Karsayuda me-

nilai, larangan dan sanksi

atas tindak politik uang

(money politics) dalam pe-

milihan umum (pemilu)

perlu dirumuskan ulang.

Sanksi yang diberikan ter-

hadap pelaku tindak poli-

tik uang dalam pemilu ha-

rus bisa berimplikasi ter-

hadap pasangan calon (pa-

slon) yang berkontestasi

dalam pilkada itu sendiri.

“Terkait dengan money

politics, saya kira norma

pelarangan, termasuk

sanksi terhadap memang

harus kita rumuskan

ulang, bagaimana pem-

buktian money politics itu

bisa dengan mudah me-

nyentuh kandidat dan

memberikan sanksi kepa-

da kandidat,” kata Rifqi-

nizamy, Jumat (29/11).

Pihaknya menyebutkan,

selama ini norma terkait

fengan politik uang itu

kerap kali hanya bisa me-

nyentuh siapa yang mem-

beri di lapangan dan siapa

yang menerima, tanpa ke-

mudian berimplikasi ter-

hadap pasangan calon

yang didukung dan sete-

rusnya. Ia menilai wacana

revisi terhadap Undang-

Undang No 10 Tahun 2016

tentang Pemilihan Guber-

nur, Bupati dan Walikota

(UU Pilkada) menjadi pen-

ting untuk digulirkan.

Iia menyebut Komisi II

DPR RI berencana mem-

bentuk Undang-Undang

Politik dengan 

* Bersambung hal 7 kol 1

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Su-

bianto mengumumkan kenaikan rata-rata

Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar

6,5 persen untuk tahun 2025, berdasarkan

hasil keputusan melalui rapat terbatas

bersama pihak terkait, Jumat (29/11) sore.

“Kita ambil keputusan untuk menaikkan

rata-rata Upah Minimum Nasional pada

tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Presiden

dalam pengumumannya di Kantor Presiden,

Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

* Bersambung hal 7 kol 1

PERLU DIRUMUSKAN ULANG

Pelarangan dan Sanksi Politik Uang

SABTU LEGI

TANGERANG (KR) -

Pengiriman 102 unit iPho-

ne 16 yang diketahui tidak

mengantongi izin resmi da-

ri pemerintah berhasil diga-

galkan Kantor Pelayanan

Utama Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean (KPUBC

TMP) C Soekarno-Hatta

(Soetta). Ratusan unit iPho-

ne ilegal ini didapat melalui

barang bawaan penumpang

yang dikirimkan dari

daerah Batam sejak 4 sam-

pai 27 November 2024.

“Handphone merek Apple

disita sebanyak 102 unit,

yang modusnya dibawa

dari Batam. Mereka tidak

hanya mengirimkan ke

Soetta, tapi di bandara-ban-

dara lain juga ada,” ungkap

Direktur Jenderal Bea dan

Cukai Askolani saat meng-

hadiri kegiatan pemusna-

han barang sitaan kepa-

beanan Bea Cukai di Ta-

ngerang, Jumat (28/11).

Menurutnya, barang im-

por ilegal yang dilakukan

upaya penindakan ini telah

sesuai dengan aturan Per-

mendag Nomor 08 Tahun

2024 tentang kebijakan

barang impor yang tidak

memenuhi izin secara resmi

dari pemerintah. 

* Bersambung hal 7 kol 1

● KETIKA televisi se-
dang rusak, saya mengan-
dalkan teriakan tetangga
yang nonton bareng tim-
nas. Kalau ada teriakan
gol!!! itu pertanda timnas
cetak gol. Kalau tidak ada
teriakan, berarti timnas da-
lam kondisi kalah. Setelah
itu, saya ngecek internet.
Herumawan Prasetyo
Adhie, Jalan Wonosari Km
9 Dusun Sribit Kidul RT 01
RW 11 Sendangtirto, Ber-
bah Sleman 55573)-f

KR-Antara/Muhammad Iqbal
Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soetta Gatot S Wibowo menunjukkan

barang bukti Iphone 16 ProMax sebelum dimusnahkan di Kantor Bea Cukai

Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (29/11/2024).

KR-Antara/Hafidz Mubarak A
Presiden Prabowo Subianto berjalan usai menyampaikan pengumuman
setelah memimpin rapat terbatas terkait Upah Minimum 2025 di Kantor
Presiden, Jakarta.

KR-Antara/Aditya Nugroho
Petugas membacakan hasil perhitungan suara
dalam Formulir C plano saat rekapitulasi suara
Pilkada 2024 tingkat kecamatan di Sawah Besar,
Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024). 

PENINDAKAN BARANG IMPOR ILEGAL

Ratusan iPhone 16 Sitaan Dimusnahkan


